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TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 107 TAHUN 2017
TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DANA
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH PADA SEKOLAH DASAR DAN

Menimbang

Mengingat

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN CILACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI CILACAP,

bahwa dalam rangka memberikan pedoman terhadap
pengelolaan keuangan dana Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, maka telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 107
Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan
Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Sekolah
Dasar dan Sekolan Menengah Pertama di Kabupaten Cilacap;
bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Bantuan
Operasional Sekolah (BOS) secara transparan, efektif, dan
efisien, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati
Nomor 107 Tahun 2017 tentang Sistemm dan Prosedur
Pengelolaan Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah
Pada Sekolah Dasar dan Sekolan Menengah Pertama di
Kabupaten Cilacap, perlu untuk diubah dan disesuaikan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Cilacap tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Cilacap Nomor 107 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur
Pengelolaan Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah
Pada Sekolah Dasar dan Sekolan Menengah Pertama di
Kabupaten Cilacap; ‘ 4

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor
42);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);



10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib
Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4863);

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4864);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105)
sebagaimana  telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik -
Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5670);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap
Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Cilacap Nomor 134);

Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2018
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 159);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN  ATAS
PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 107 TAHUN 2017
TENTANG  SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN
KEUANGAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH PADA
SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI
KABUPATEN CILACAP.

Pasal 1

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Cilacap Nomor 107 Tahun 2017 tentang Sistem
dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada
Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Di Kabupaten Cilacap (Berita
Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2017 Nomor 107} diubah sebagai berikut :

1. Diantara ayat (7) dan ayat (8) Pasal 18, disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (7a),
sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

(1) Pengelolaan BOS menggunakan Manajemen Berbasis Sekolah yang
dikelola oleh SD/SDLB/SMP/SMPLB dengan menerapkan Manajemen
Berbasis Sekolah (MBS), yang memberikan kebebasan dalam perencanaan,
pengelolaan, dan pengawasan program yang disesuaikan dengan kondisi
dan kebutuhan sekolah.

(2) Dalam hal pengelolaan BOS menggunakan MBS, maka SD /SDLB /SMP
/SMPLB harus:

a. mengelola dana secara profesional dengan menerapkan prinsip efisien,
efektif, akuntabel, dan transparan;

b. melakukan evaluasi setiap tahun;

c. menyusun Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM), Rencana Kerja
Tahunan (RKT), dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS),
dengan ketentuan :

-  RKAS memuat BOS;

- RKJM disusun setiap 4 (empat) tahun;

- RKJM, RKT, dan RKAS disusun berdasarkan hasil evaluasi diri
sekolah;

- RKJM, RKT, dan RKAS harus disetujui dalam rapat dewan guru
setelah memperhatikan pertimbangan Komite Sekolah dan
disahkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten sesuai dengan
kewenangannya.

(3) Penggunaan BOS hanya untuk kepentingan peningkatan layanan
pendidikan dan tidak ada intervensi atau pemotongan dari pihak manapun.

(4) Pengelolaan BOS mengikutsertakan Dewan Guru dan Komite Sekolah.

~(5) Tata cara pencatatan dan penyampaian Laporan Realisasi Pendapatan dan

Belanja Dana BOS sebagai berikut :

a. Bendahara Dana BOS pada Satuan Pendidikan Negeri mencatat
pendapatan dan belanja Dana BOS pada Buku Kas Umum beserta
Buku Kas Pembantu, Buku Pembantu Bank, Buku Pembantu Pajak
dan Buku Pembantu Rincian Objek Belanja.

b. Bendahara Dana BOS pada Satuan Pendidikan Negeri menyampalkan
realisasi pendapatan dan realisasi belanja setiap bulan kepada Kepala
Satuan Pendidikan, dengan melampirkan bukti-bukti pendapatan dan
belanja yang sah, paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya, untuk
pengesahan oleh Kepala Satuan Pendidikan.

c. Berdasarkan Buku Kas Umum dan/atau Buku Kas Pembantu,
Bendahara Dana BOS menyusun Laporan Realisasi Pendapatan dan
Belanja Dana BOS masing-masing Satuan Pendidikan Negeri setiap
triwulan.



d. Bendahara Dana BOS menyampaikan Laporan Realisasi Pendapatan
dan Belanja Dana BOS kepada Kepala Satuan Pendidikan Negeri,
untuk selanjutnya disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan setiap triwulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

e. Penyampaian Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja Dana BOS,
dilampiri Surat Pernyataan Tanggungjawab Kepala Satuan Pendidikan
Negeri.

f. Dalam hal mempertimbangkan lokasi, kondisi geografis dan jarak
tempuh serta pertimbangan obyektif lainnya, Bupati dapat menetapkan
kebijakan penyampaian Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja
Dana BOS dilakukan setiap semester paling lambat tanggal 10 bulan
berikutnya.

g. Berdasarkan Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja dari Kepala
Satuan Pendidikan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
menyampaikan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja
(SP3B) Satuan Pendidikan Negeri kepada PPKD.

h. Berdasarkan SP3B Satuan Pendidikan, PPKD selaku BUD menerbitkan
Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) Satuan Pendidikan
Negeri.

i. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK SKPD) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan dan PPKD selaku BUD melakukan pembukuan atas
pendapatan dan belanja dana BOS Satuan Pendidikan berdasarkan
SP2B Dana BOS Satuan Pendidikan dengan berpedoman pada
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Bupati menetapkan Bendahara BOS pada sekolah-sekolah penerima dana
BOS atas usul Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui PPKD.

(7) Bendahara BOS sebagaimana dimaksud pada ayat {6) membuka rekening
dana BOS dan ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

(7a)Bendahara BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat menyimpan
secara tunai dana BOS yang dikelolanya, dengan besaran paling tinggi
sebesar Rp 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah).

(8) Pengadaan barang dan jasa dalam pelaksanaan BOS dilakukan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

o Ditetapkan di Cilacap
: pada tanggal 44 MAy 200
BUP CAP,

TATTO SYWARTO PAMUJI

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2020 NOMOR . 77 3



